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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa No.17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada 
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam 
memutuskan perbuatan wanprestasi pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 
No.17/Pdt.G/2007/PN Sungguminasa telah menerapkan Asas Audi Et Alteram Partem dan 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang didukung dengan badan hukum 
normatif. Maka, penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan hukum yang diperoleh dari 
berbagai sumber dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan pertimbangan hukum 
hakim terhadap putusan putusan perkara perdata (wanprestasi) No. 17/Pdt.G/2007/PN. 
Sungguminasa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan karena tidak 
menilai kejadian-kejadian yang terjadi secara menyeluruh mengenai adanya perubahan fisik 
objek sengketa yaitu dari tipe 45 menjadi tipe 90 dan penambahan harga yang dibuktikan dari 
hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi, sehingga perubahan ini tidak menjadi 
pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan sebagaimana tidak ada kewajiban bagi 
suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara terulis (kecuali dalam perjanjian formil yang 
diperintahakan berdasarkan Undang-undang) karena asal terpenuhinya syarat-syarat sahnya 
suatu kontrak sebagaimana telah diatur adalam pasal 1320 KUHP perdata maka kontrak 
tersebut sudah sah meskipun hanya dibuat secara lisan namun sebaiknya kontrak sebaiknya 
dibuat secara tertulis. 
Kata kunci: Asas Audi Et Alteram Partem, penelitian normatif, wanprestasi, pasal 1320 KUHP  
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine and analyze the decision of the Sungguminasa District Court 
No. 17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa District Court Decision No. 17/Pdt.G/2007/PN Sungguminasa 
is in accordance with the facts and applicable legal provisions, and to determine and analyze the 
judge's decision on breach of contract in Sungguminasa District Court Decision No. 17/Pdt.G/2007/PN 
Sungguminasa, which applied the principle of Audi Et Alteram Partem. This study uses a normative 
research type supported by normative legal entities. Therefore, this research was conducted by 
processing legal materials obtained from various sources and literature. The results of this study 
describe the judge's legal considerations regarding the decision on civil case (breach of contract) No. 
17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa was not in accordance with the legal facts presented in the trial 
because it did not assess the events that occurred in their entirety regarding the physical changes to 
the object of the dispute, namely from type 45 to type 90, and the price increase as evidenced by the 
results of the local investigation and witness testimony. Thus, these changes were not taken into 
consideration by the judge in making the decision, as there is no obligation for a contract or 
agreement to be made in writing (except in formal agreements mandated by law) because as long as 
the requirements for a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code are met, the 
contract is valid even if it is only made verbally, but it is better if the contract is made in writing. 
Keywords: Audi Et Alteram Partem principle, normative research, breach of contract, Article 1320 of 
the Civil Code   
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INTRODUCTION 

 

Semua manusia membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Mereka belajar untuk 

memenuhi kebutuhan ini, mulai dari berburu untuk memenuhi kebutuhan secara 

individual, hingga hidup dalam kelompok di mana individu saling memberikan atau 

mempertukarkan satu sama lain agar kehidupan kelompok dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

Tukar menukar, atau barter, masih digunakan untuk mendapatkan suatu barang 

yang dibutuhkan sebelum manusia mengenal alat tukar berupa uang. Namun, karena 

perkembangan akal manusia, uang yang dikenal sebagai jual beli, para pihak tidak perlu 

menyerahkan suatu barang yang diinginkan, tetapi cukup menyerahkan sejumlah uang 

sesuai kesepakatan sebagai pembayaran terhadap barang yang diinginkan. Oleh karena 

itu, setiap kebutuhan manusia selalu dapat dipertukarkan dengan uang, dan pertukaran 

antara kebutuhan tersebut disebut jual beli. Jual beli adalah kebutuhan yang tidak dapat 

dihindari bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Setiap 

perusahaan, baik badan hukum maupun non-badan hukum, menggunakan jual beli 

sebagai metode bisnis. 

Dalam dunia modern, perjanjian jual beli tidak selalu dilakukan secara tunai antara 

pembayaran total harga dan penyerahan barang. Sebaliknya, pembayaran dapat dilakukan 

secara bertahap, seperti yang terlihat dalam perjanjian pemborongan bangunan dan jual 

beli rumah, di mana pembayaran tergantung pada seberapa baik pekerjaan telah 

diselesaikan. Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian jual beli sebagai 

"persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". 

Berdasarkan rumusannya, jelas bahwa jual beli adalah jenis perjanjian yang menghasilkan 

kewajiban atau kewajiban untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam 

bentuk penyerahan. 

Dalam kasus di mana seseorang berjanji untuk memberikan sesuatu kepada orang 

lain, kontrak tersebut biasanya didefinisikan sebagai kontrak sepihak, di mana hanya 

seorang yang bertanggung jawab untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan 

orang yang menerima penyerahan tersebut tidak harus memberikan sesuatu sebagai 
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balasan, atau kontra prestasi, atas apa yang mereka terima. Namun, ketika dua orang 

berjanji satu sama lain, mereka berjanji untuk memberikan atau melakukan sesuatu 

kepada pihak lain, dan masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan 

oleh pihak lain. Dalam hal ini, masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak 

sesuai dengan perjanjian tersebut. 

Menurut perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, wanprestasi adalah 

ketidakmampuan untuk memenuhi atau tidak memenuhi tanggung jawab. Kreditur 

memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang dideritanya 

sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian (Pohan & Hidayani, 2020). Kadang-

kadang, orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian 

jual beli merupakan tindakan hukum yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum 

tertentu. Misalnya, konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak melanggar 

perjanjian, seperti jika pembeli gagal membayar harga barang kepada penjual pada waktu 

yang telah ditentukan, atau jika penjual tidak menyerahkan barang kepada pembeli yang 

telah membayar harga barang sesuai kesepakatan. Tidak memenuhi kewajiban yang 

ditetapkan dalam perjanjian merupakan wanprestasi. 

Hal inilah membuat peneliti tertarik mengkaji kasus terkait masalah wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli berdasarkan pada putusan No.17/Pdt.G/PN. Sungguminasa. 

Adapun posisi kasus dari perkara dengan putusan No.17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa 

yaitu adanya suatu perjanjian jual beli rumah di mana salah satu pihak diputuskan untuk 

tidak melakukan apa yang mereka katakan. Pembeli, yang bertindak sebagai penggugat 

dalam kasus ini, membeli rumah dari penjual, yang bertindak sebagai tergugat. Akta jual 

beli No. 150/PLG/FU-IV/2002 dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Pembeli 

membayar sebagian besar harga rumah, dan sisanya akan dicicil di kemudian hari. 

Sebelum pekerjaan rumah tersebut selesai, penjual dan pembeli mengadakan perjanjian 

lisan tentang keinginan pembeli. Perjanjian ini mengikat keduanya untuk mengubah model 

dan tipe rumah dari tipe 45 menjadi tipe 90, dengan pembayaran tambahan sesuai 

kesepakatan. Setelah pembangunan rumah mencapai 80% dan perubahan telah dilakukan, 

penjual meminta sisa pembayaran harga rumah, tetapi pembeli tidak mau melakukannya, 

sehingga penjual menghentikan proyek. Pembeli merasa dirugikan dan menggugat penjual 

karena wanprestasi karena belum menyelesaikan rumah dan tidak menyerahkannya 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.5 No.3 September - Desember 2025 

 

Doi: 10.53363/bureau.v5i3.818   3447 

 

kepada pembeli. 

Dalam keputusan No.17/Pdt.G/2007/PN.Sungguminasa, pengadilan negeri 

Sungguminasa memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembeli yang menyatakan 

bahwa tergugat (penjual) melanggar janjinya dan harus menyerahkan rumah tanpa syarat 

serta membayar ganti rugi dan dwangsom kepada pembeli (penggugat). Putusan tingkat 

pertama No.17/Pdt.G/2007/PN.Sungguminasa diperkuat dengan putusan banding No. 

141/PDT/2008/PT.MKS. Namun, karena kedua belah pihak dianggap mengalami kerugian, 

tidak ada ganti rugi yang diberikan. Pada putusan kasasi No. 89K/Pdt/2009, Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa argumen tergugat dan pemohon tidak dapat dibenarkan karena 

judex facti tidak salah menerapkan hukum. Permohonan kasasi PT. Bugowa Sarana 

Mandiri (pemohon kasasi) ditolak. 

Berdasarkan kasus di atas, penulis menemukan ketidaksesuaian dalam 

pertimbangan hakim yang hanya mempertimbangkan kesepakatan pertama secara tertulis 

(akta jual beli No. 150/PLG/FU- IV/2002) tanpa mempertimbangkan kesepakatan kedua 

secara lisan. Dalam kasus ini, pihak penjual tidak mau menyerahkan rumah kepada si 

pembeli atau dalam penguasaan si pembeli. Perjanjian lisan yang dibuat oleh kedua belah 

pihak dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi yang membenarkan 

terjadinya kesepakatan secara lisan tentang perubahan model dan tipe rumah, serta biaya 

tambahan yang disangkal kebenarannya oleh pembeli. Perjanjian ini juga dapat diperkuat 

dengan bukti pemeriksaan setempat yang menunjukkan bahwa rumah tipe 45 telah 

diubah menjadi tipe 90. 

Penulis ingin menekankan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli yang 

tidak mau membayar sisa harga rumah kepada penjual serta melanggar asas iktikad baik 

dalam perjanjian jual beli. Dalam kasus ini, pembeli menunjukkan iktikad buruk karena 

mereka tidak mau mengakui pembaharuan atau novasi utang dalam perjanjian lisan yang 

mengikuti perjanjian semula. Sesuai dengan definisi, pembaharuan utang adalah suatu 

perjanjian yang menciptakan suatu perikatan baru dan menghapus yang lama. Menurut 

Pasal 1413 Kode Hukum Perdata, ini diterapkan dalam tiga cara berbeda: 1). Debitur dan 

kreditur menandatangani perjanjian baru, yang menghapus perjanjian lama; 2). Apabila 

terjadi penggantian debitur, debitur lama dibebaskan dari perikatannya; 3). Apabila terjadi 

penggantian kreditur, kreditur lama juga dibebaskan dari perikatannya. 
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MATERIAL AND METHODS 

Karena pembeli cidera janji pembayaran, penjual tidak memberikan rumah, objek 

sengketa, kepada pembeli. Penjual tidak dapat menyerahkan barangnya jika pembeli tidak 

membayar harga yang telah disepakati. Namun, jika ada perjanjian lain, seperti penjual 

bersedia menyerahkan barang kepada pembeli dengan ketentuan bahwa pembeli akan 

membayarnya di kemudian hari. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISA YURIDIS TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DALAM 

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ” 

 

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh data normatif. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengolah data dari berbagai sumber dan kepustakaan. Selain 

pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case 

approach), yaitu menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

terkait perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Pendekatan ini digunakan 

untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serta kesesuaian 

putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan menggabungkan 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap kasus 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah, baik dari sisi teori maupun praktik. Setiap 

bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis kemudian dikategorikan dan dianalisis untuk 

menghasilkan kesimpulan tentang bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang 

dibahas. Kesimpulan atau pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis akan 

digunakan untuk mengkaji dan membahas masalah yang diteliti oleh penulis dalam 

penelitian ini dengan tujuan untuk menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang 

relevan. 

 

Kesesuaian Antara Fakta dan Ketentuan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Sungguminasa No.17/Pdt.G/2007/PN Sungguminasa 

Dalam kasus sengketa No.17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa, pihak yang berperkara 

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
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adalah Bau Intan Manggalle, seorang wanita yang memiliki pekerjaan swasta dan tinggal di 

Jalan Cendrawasi No.102 Makassar. Menurut surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2007 

No.27/KP/PDT/PNS/2007, yang diwakili oleh Amirullah, SH, seorang Advokat dan 

Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dg. Tata 1 Lr.1 b No.4 Makassar. 

a. Fakta Hukum Yang Diajukan Pihak penggugat 

Dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati antara Bau Intan 

Manggalle dan PT.Bugowa Sarana Mandiri yang mengakibatkan sengketa saat 

dilaksanakan, Bau Intan Manggalle kemudian mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan 

Negeri Sungguminasa. Melalui kuasa hukumnya, dia mengajukan gugatan secara tertulis 

pada tanggal 2 Mei 2007, dan perkara tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Sungguminasa No. 17/Pdt.G/PN. Sungguminasa, dengan isi sebagai berikut: 

1) Penggugat Bau Intan Manggalle membeli sebuah rumah di kompleks Jene Tallasa 

Permai Blok A.3 No.5 dengan harga Rp. 67.000.000. Selain itu, ada perjanjian jual beli 

antara penggugat dan tergugat yang menyepakati bahwa tergugat akan memberikan 

panjar sebesar Rp. 60.000 kepada penggugat, seperti yang tercantum dalam akta jual 

beli No.150/PLG/FU-IV/2002 yang dibuat di hadapan PPAT Fitrizki Ytami, SH, yang 

berkantor di Sungguminasa Jl.Usman Salengke No. 92 C 

2) Seperti yang dinyatakan dalam akta jual beli tersebut di atas, terutama pasal 1 yang 

menyatakan,  

"Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini menjadi milik pihak kedua, 

dan karenanya segala keuntungan dan kerugian dari objek jual beli tersebut di atas 

menjadi hak atau beban pihak kedua." 

 

Berdasarkan bukti, tergugat telah melanggar janji, atau wanprestasi, dengan tidak 

menyelesaikan rumahnya penggugat harus menanggung kerugian material dengan harus 

membayar bunga bank sebesar 5% dari pinjaman sebesar Rp. 60.000.000 setiap bulan 

sejak April 2002 hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Sungguminasa selama 59 bulan, sehingga totalnya adalah Rp. 3.000.000 setiap bulan x 59 

bulan = Rp. 177.000.000. Bunga tersebut merupakan kerugian penggugat yang ingin 

menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditahan oleh tergugat, yang berjumlah Rp. 

28.000.000. dan Penggugat juga menetapkan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000 
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karena tidak dapat dinilai dengan uang. 

b. Fakta Hukum Yang Diajukan Pihak Tergugat 

PT. Bugowa Sarana Mandiri, sebagai tergugat, memberikan tanggapan tertulis 

dalam eksepsinya mengenai gugatan proses hukum yang diajukan oleh Pihak Bau Intan 

Manggalle ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, seperti berikut: 

1) Tergugat dengan tegas menolak semua argumen yang diajukan oleh tergugat dalam 

kasus tersebut karena merugikan kepentingan hukum tergugat;  

2) Dalam gugatan penggugat, poin 1 dan 3, disebutkan bahwa rumah tersebut menjadi 

miliknya sejak jual beli, tetapi penggugat tidak menjelaskan alasan mengapa kalua tidak 

masuk atau menguasai rumah tersebut segera. Menurut Yurisprudensi Tetap 

Mahkamah Agung RI, gugatan yang tidak jelas dan samar-samar kabur dianggap tidak 

dapat diterima; 

3) Selain itu, dalam gugatannya, penggugat tidak menyebutkan atau menjelaskan dengan 

jelas jenis rumah yang dia beli dari tergugat. Selain itu, tidak jelas mengapa rumah 

tersebut dibeli tetapi tidak selesai dan tidak dapat digunakan oleh penggugat. Selain itu, 

penggugat tidak menjelaskan alasan mengapa rumah tersebut belum selesai dan 

mengapa tergugat mengusir penggugat pada September 2005. 

Berdasarkan informasi sebagaimana keterangan uraian, gugatan yang diajukan 

penggugat dengan alasan bahwa tergugat melakukan wanprestasi tidak berdasar, karena 

faktanya adalah penggugat yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyetorkan 

uang tambahan sebesar Rp. 15.000.000,- serta sisa pembayaran rumah sebesar Rp. 

7.500.000 pada tahun 2002. Oleh karena itu, gugatan wanprestasi yang diajukan 

penggugat tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Dari gugatan yang diajukan 

penggugat, tergugat juga mengajukan gugatan balasan, atau rekonvensi, di mana tergugat 

membalas gugatan penggugat atas perkara yang diputuskan oleh Pengadilan. Ini dilakukan 

karena penggugat juga melakukan tindakan yang merugikan tergugat. 

c. Isi Tuntutan Para Pihak 

Penggugat Bau Intan Mangalle, yang bertindak sebagai penggugat konvensi dalam 

kasus ini, kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa 

untuk membuat keputusan yang dapat dimulai dengan pertimbangan berikut: 

1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 
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2) Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat 

sebagaimana akta jual beli No. 150/PLG/FU-IV/2002 serta perjanjian antara penggugat 

dan tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak; 

3) Menyatakan menurut hukum bhawa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji 

(wanprestasi); 

4) Menyatakan bahwa rumah dikompleks Jene Tallasa Permai A-3 No.5 adalah milik 

penggugat sesuai akta jual beli No.150/PLg/ Penuntut umum-IV/2002 tanggal 18 April 

2002, yang dibuat dihadapan PPAT Fitrizki Utami,SH; 

5) Menghukum tergugat untuk meneyerahkan rumah tersebut tanpa syarat apapun; 

6) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pengguga 

d. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan Putusan 

No.17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut 

dalam perkara antara Bau Intan Mangalle dan PT. Bungowa Sarana Mandiri:  

Dalam Eksepsi:  

1) Kuasa Hukum tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat;  

2) Tergugat membantah eksepsi dengan alasan yaitu gugatan penggugat menyangkut 

masalah perjanjian jual beli rumah antara penggugat dan tergugat, jadi apa yang 

dilakukan tergugat dalam jawaban eksepsinya tidak benar dan tidak berdasarkan 

hukum. Rumah tersebut boleh tidak diambil alih oleh penggugat segera karena masih 

dalam tahap pembangunan. Selain itu, dalam perjanjian yang dibuat antara penggugat 

dan tergugat, jenis rumah tidak disebutkan secara eksplisit tetapi didasarkan pada 

gambar dan contoh yang telah disetujui. Oleh karena itu, gugatan penggugat tidak tepat 

dan tidak jelas. 

e. Amar Putusan 

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Sungguminasa. Amar putusan tersebut 

dibacakan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil para pihak 

serta bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan. Putusan ini memuat ketentuan 

terkait gugatan konvensi, rekonvensi, serta pembebanan biaya perkara. 

Dalam Gugatan konvensi 

1) Dalam eksepsi : Pada bagian eksepsi, Majelis Hakim secara tegas menolak eksepsi 
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(bantahan) yang diajukan oleh Tergugat, sehingga persidangan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan pokok perkara 

2) Dalam pokok perkara : 

a) Menyatakan gugatn penggugat konvensi dikabulkan Sebagian; 

b) Menyakatan menurut hukum bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dan 

tergugat sebagaimana akta jual beli dengan No. 150/PLG/FU-IV/2002 serta perjanjian 

antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak; 

c) Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat konvensi telah melakukan perbuatan 

ingkar janji (wanprestasi); 

d) Menyatakan bahwa rumah di kompleks Jene Tallasa Permai Blok A-3 No.5 adalah 

milik penggugat sesuai akta jual beli No. 150/PLG/FU-IV/2002 tanggal 18 April 2002 

yang dibuat dihadapan PPAT Fitrizki Utami,SH; 

e) Menghukum tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut tanpa syarat apapun; 

f) Menghukum tergugat untuk mengganti ganti rugi kepada penggugat akibat belum di 

nikmati rumah penggugat dan terpaksa penggugat harus mengontrak rumah bebesar 

Rp. 10.000.000 x 5 = Rp. 50.000.000. 

g) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat 

sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, setiap kali tergugat lalai 

melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

h) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 

3) Dalam rekonvensi 

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi ditolak. 

4) Dalam konvensi dan rekonvensi 

Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara 

yang hingga saat ini sebesar Rp. 249.000 (dua ratus sembila pulu empat rupiah). 

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara perdata Nomor 

141/Pdt/2008/PT.MKS telah menjatuhkan putusan atas upaya hukum banding yang 

diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri sebelumnya 

Dalam Konvesi 

1) Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding. Penolakan ini 
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berarti bahwa keberatan formal yang diajukan oleh Tergugat terkait aspek prosedural 

atau kompetensi tidak dapat diterima, dan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan 

pokok perkara 

2) Dalam pokok perkara : 

a) Menyatakan gugatan penggugat konvensi dikabulkan Sebagian; 

b) Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dan 

tergugat sebagaimana akta jual beli No.150PLG/FU-IV/2002 serta perjanjian antara 

penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak; 

c) Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat konvensi telah melakukan perbuatan 

ingkar janji (wanprestasi); 

d) Menyatakan bahwa rumah di kompleks Jene Tallasa Permai Blok. A3 adalah milik 

penggugat sesuai akta jual beli No.150/PLG/FU-IV/2002 yang dibuat dihadapatn 

PPAT Fitrizki Utami,SH; 

e) Menghukum tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut tanpa syarat apapun; 

f) Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selebihnya. 

3) Dalam Rekonvensi 

Menyakatan gugatan penggugat rekonvensi ditolak. 

4) Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menghukum tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara 

kepada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

f. Komentar Penulis 

Pertimbangan hakim dalam menentukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli 

rumah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 

No.17/Pdt.G/2007/PN.Sungguminasa Ada konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh 

para pihak yang telah mencapai perjanjian. Menurut Pasal 1338 Kode Hukum Perdata, 

sebuah perjanjian menciptakan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang 

terlibat dalam suatu perjanjian. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", 

"suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau 

karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh undang-undang tidak cukup. Karena perjanjian 
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dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, pasal 1338 ayat 2 menentukan bahwa suatu 

perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini 

sangat wajar untuk melindungi kepentingan pihak lain. Selain itu, pembatalan secara 

sepihak hanya dapat dilakukan jika ada dasar hukum yang cukup (Ahmadi Miru dan Sakka 

Pati;2008;79). 

Penerapan asas audi et alterem partem dalam perkara wanprestasi pada putusan 

pengadilan negeri sungguminasa no.17/Pdt.G/2007/ PN Sungguminasa 

Dalam hukum acara perdata, ada asas audit et alteram parmen, yang berarti bahwa 

kedua belah pihak harus diperlakukan dengan sama, tidak memihak, dan didengar. Sesuai 

dengan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman, 

hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti mereka harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman 

dalam bidang hukum. 

Di dalam hukum acara perdata, hakim dan hakim konstitusi wajib mengikuti kode 

etik dan pedoman perilaku. Dalam hal ini, mereka harus memastikan bahwa semua orang 

diberi kesempatan untuk memberi pendapat mereka dan berhak atas perlakuan yang 

sama dan adil. Jika pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk 

berbicara, hakim tidak boleh menerima keterangan dari pihak tersebut sebagai pihak yang 

benar. Ini berarti bahwa bukti harus diajukan di depan hakim yang dihadiri oleh kedua 

belah pihak. Konsep ini juga dikenal dengan istilah "Eines Mannes Rede ist Keines Mannes 

Rede, man soll sie alle beide", yang berarti bahwa pernyataan suatu pihak tidak cukup 

sebagai pernyataan; sebaliknya, keduanya harus didengar. (Mertokusumo, 1982) 

Dengan demikian, hakim pengadilan Sungguminasa membuat keputusan dalam 

perkara wanprestasi No.17/Pdt.G/ 2007/PN setelah mendengarkan keterangan dari 

kedua belah pihak. Dalam persidangan, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk 

memberikan komentar atau tanggapan mereka. Dalam pertimbangan hakim, ada 

ketidakseimbangan yang terlihat dalam mempertimbangkan keterangan dari kedua belah 

pihak. Hakim hanya mempertimbangkan perjanjian lisan dan tertulis serta fakta hukum 

yang diajukan oleh tergugat. Oleh karena itu, hakim tidak mempertimbangkan 

perubahan fisik objek sengketa (dari tipe 45 hingga 90), serta penambahan harga, yang 
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CONCLUSIONS AND ADVICE 

dilakukan tergugat sesuai dengan keinginan penggugat. Namun, hakin tetap menyatakan 

bahwa tergugat wanprestasi karena tidak menyerahkan rumah kepada penggugat, yang 

sampai saat ini belum melunasi hutang rumahnya. 

 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim 

terhadap putusan perkara perdata (wanprestasi) No. 17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa 

tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan karena tidak menilai secara 

menyeluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi, wanprestasi di lakukan oleh kedua belah pihak 

bukan sepihak, syarat sah suatu perjanjian jual beli status hukum antara tanah dengan 

rumah kabur atau tidak di tuangkan dalam perjanjian, adanya perjanjian lisan, perubahan 

fisik objek sengketa (dari tipe 45 menjadi tipe 90) dan penambahan harga yang dibuktikan 

oleh hasil Pemeriksaan Setempat dan keterangan saksi tergugat bahwa perubahan tipe 45 

menjadi tipe Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ini saat mereka membuat 

keputusan. Berdasarkan asas Audi Et Alteram Parmen dalam kaitannya dengan perkara 

No.17/Pdt.G/2007/PN. Sungguminasa, hakim telah mendengarkan dan memberikan 

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat atau jawaban 

mereka di persidangan; namun, keterangan dari kedua belah pihak tidak seimbang. Hakim 

hanya mempertimbangkan argumen penggugat berdasarkan perjanjian tertulis dan tidak 

mempertimbangkan argumen tergugat. Oleh karena itu, keputusan Pengadilan bahwa 

tergugat melakukan wanprestasi tanpa mempertimbangkan itikad buruk penggugat, yang 

belum melunasi sisa harga rumah atau memenuhi janji prestasi hukum lainnya. 

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

Keputusan yang dibuat oleh hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 

Agung tidak mempertimbangkan fakta pengadilan bahwa yang melakukan perbuatan 

wanprestasi adalah kedua belah pihak atau dalam perjanjian jual beli rumah tersebut 

masing – masing pihak tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. 

Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan dan menyerahkan 

rumah kepada penggugat. Di sisi lain, penggugat tidak mau membayar sisa harga rumah 

kepada tergugat, termasuk tidak mengakui pembaruan utang, dan melanggar prinsip itikad 
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baik, yang merupakan dasar perjanjian jual beli. Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak 

mempertimbangkan atau memperdebatkan masalah perjanjian lisan saat memutuskan 

perbuatan wanprestasi tergugat. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi menerima perjanjian lisan 

dan membenarkan pernyataan tergugat tentang renovasi rumah dan pembaruan utang. 

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa: "terjadi perubahan tipe rumah dari "45" menjadi 

"90. Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan atas status hukum jual beli 

tanah dan rumah karena ada dua macam perjanjian yang terjadi, yaitu jual beli tanah dan 

jual beli rumah. Selain itu, surat perjanjian jual beli yang tidak memiliki tanggal dan tempat 

pembuatannya jelas tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian dan tidak menjelaskan rumah apa yang dibeli oleh pernggugat. Secara prinsip, 

tidak ada kewajiban untuk suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis (kecuali 

dalam perjanjian formal yang diperintahakan berdasarkan Undang-undang), karena asalkan 

syarat-syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, maka kontrak 

tersebut sudah sah. Namun, karena lebih mudah untuk membuktikannya, kontrak lebih baik 

dibuat secara tertulis. Untuk menjadi adil dalam membuat keputusan, seharusnya hakim 

dapat menerapkan sebagaimana asas Audi Et Alteram Partem untuk mempertimbangkan 

kepentingan kedua belah pihak dimana obyek sengketa adalah rumah dan dalam 

wanprestasi terhadap jual beli rumah di lakukan oleh kedua belah pihak. 
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